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ABSTRACT 
 Banyuasin district is one of the rubber-producing districts and the largest palm oil in South 
Sumatra. Banyuasin district has a plantation land conflict issues in some regions over the growing 
activities in the plantation sector. One of them occurred in the village which is located in the District 
Rantau Bayur. The objectives of this study were: (1) Explaining the background to the causes of conflict 
between Balai Penelitian Sembawa with Rural Community Sejagung (2) Explain  models conflict 
resolution from land plantations Balai Penelitian Sembawa and Rural Community Sejagung. 
 This qualitative research unit specializing in the analysis of a case plantation land at the village 
Sejagung where data collection is intended to identify information-rich cases to be studied in depth. From 
the cases which are rich in information can be learned about the important issues of the conflict 
identification plantations and conflict resolution for completion the conflict and then find a model.
 Research Result shows the background of the conflict caused by the influence of plantation 
activities for socio-economic change in the village Sejagung . Models conflict resolution in the village 
plantations Sejagung through several approaches such as a) Alternative approaches that discussion and 
mediation, b) Administrative approach through field observation and repeated measurements by BPN 
(National Land Agency), and c) the last step through the legal approach to accommodate if there are 
those who still are not satisfied with the results of the review field and field measurements. 
Keywords: Conflict, plantation, discussion, mediation, law, descriptive. 
ABSTRAK 
 Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten penghasil karet dan kelapa sawit terbesar 
di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin memiliki permasalahan konflik lahan perkebunan di 
beberapa wilayahnya seiring makin berkembangnya kegiatan di sektor perkebunan. Salah satunya terjadi 
di desa Sejagung yang berada di Kecamatan Rantau Bayur. Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) 
Menjelaskan latar belakang  penyebab munculnya konflik lahan perkebunan antara Balai Peneltian 
Sembawa dengan Masyarakat Desa Sejagung (2) Menjelaskan model penyelesaian Konflik lahan 
perkebunan yang dilakukan oleh Balai Penelitian Sembawa dan Masyarakat Desa Sejagung. 
 Penelitian kualitatif ini mengkhususkan pada unit analisis suatu kasus lahan perkebunan di desa 
Sejagung dimana pengambilan datanya dimaksudkan untuk menemukenali kasus yang kaya informasi 
untuk dikaji dengan mendalam. Dari kasus yang kaya akan informasi dapat dipelajari isu-isu penting 
mengenai konflik lahan perkebunan dan identifikasi penyelesaian konflik untuk kemudian menemukan 
model penyelesaian konfliknya. 
 Hasil Penelitian menunjukkan latar belakang munculnya konflik disebabkan adanya pengaruh 
aktivitas perkebunan bagi perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa Sejagung. Model penyelesaian 
konflik lahan perkebunan di Desa Sejagung melalui beberapa pendekatan yaitu a) pendekatan alternatif 
melalui diskusi dan mediasi, b) pendekatan admnistratif melalui proses peninjauan lapangan dan 
pengukuran ulang oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional, dan c) langkah terakhir melalui pendekatan 
hukum untuk mengakomodir jika ada pihak yang masih merasa tidak puas dengan hasil peninjauan 
lapangan dan pengukuran lapangan. 
Kata Kunci : Konflik, perkebunan, diskusi, mediasi, hukum, deskriptif. 
PENDAHULUAN
 Indonesia dikenal sebagai negara yang 
kaya sumberdaya banyak dihadapkan pada  
persoalan lingkungan. Penyebab utamanya 
adalah pertumbuhan yang mengarah pada  
eksploitasi sumberdaya alam.  Penguasaan hak 
individu maupun kelompok terhadap aset 
sumberdaya yang besar. Ketidak adilan dalam 
penguasaan sumberdaya menimbulkan  konflik 
vertikal maupun horizontal dengan alasan 
desakan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan 
dasar. 
 Kabupaten Banyuasin merupakan salah 
satu kabupaten andalan pengembangan kawasan 
budidaya pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. 
Data Bappeda Kabupaten Banyuasin tahun 2010 
mencatat setengah luas wilayah kabupaten 
Banyuasin wilayah dipergunakan sebagai lahan 
pertanian. Luas lahan pertanian 919.767 ha dan 
206.124 ha diantaranya merupakan lahan 
perkebunan. Pelaku usaha perkebunan paling 
dominan yaitu perkebunan rakyat dan 
perkebunan besar. 
 Peningkatan usaha perkebunan di 
Kabupaten Banyuasin menimbulkan tumbuh 
pesatnya pemanfaatan lahan sektor perkebunan. 
Permasalahan penggunaan lahan yang tidak 
sesuai peruntukannya menyebabkan konversi 
lahan yang tinggi ke lahan perkebunan. 
Pembukaan lahan baru berpotensi menimbulkan 
konflik lahan, begitu pula konflik lahan 
perkebunan kerap terjadi pada pemilik lahan 
perkebunan yang saling berbatasan. 
 Kabupaten Banyuasin memiliki 
permasalahan konflik lahan di beberapa 
wilayahnya seiring makin berkembangnya 
kegiatan di sektor perkebunan. Salah satunya 
terjadi di perkebunan milik masyarakat desa 
Sejagung yang berbatasan dengan kebun 
percobaan Balai Penelitian Sembawa.  
 Desa Sejagung merupakan salah satu 
desa dari 21 desa di Kecamatan Rantau Bayur. 
Desa sejagung berada di 46 km sebelah utara 
Kecamatan Rantau Bayur. Penduduk asli desa 
Sejagung umumnya berasal dari kelurahan 36 
ilir, kabupaten kertapati dan daerah lainnya di 
Palembang. Desa ini mengalami pemekaran 
tahun 2010 dan saat ini luas Desa Sejagung 
adalah 6.834 Ha.  
 Balai Penelitian Sembawa pada awalnya 
adalah Kebun Percobaan Balai Penelitian Bogor. 
Berdasarkan SK Mentan No. 789/KPTS/9/1982 
tanggal 1 April 1982 status Kebun Percobaan 
ditingkatkan menjadi Pusat Penelitian 
Perkebunan Sembawa dibawah Badan Penelitian 
dan Pengembangan Departemen Pertanian.. 
 Lembaga Balai Penelitian Sembawa di 
bawah pengelolaan Pusat Peneltian Karet 
Indonesia dan secara keseluruhan di bawah 
koordinasi Lembaga Riset Perkebunan Indonesia 
(LRPI) dibentuk  pada tanggal 18 November 
2002. 
 Inisiatif pengembangan Balai Penelitian 
Sembawa diinisiasi oleh gubernur Sumatera 
Selatan pada tahun 1980. Alasannnya ialah 
potensi perkebunan yang besar di Sumsel harus 
ditunjang dengan adanya pusat penelitian. Pusat 
penelitian ini menjadi yang pertama bagi 
provinsi Sumsel. Balai Penelitian Sembawa 
membutuhkan pengembangan lokasi kebun 
percobaan untuk kebutuhan penelitian tanaman 
karet. 
 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 
memberikan rekomendasi lokasi kebun 
percobaan di Kabupaten Banyuasin. Lahan yang 
akan digunakan sebagai lokasi kebun percobaan 
Balai Penelitian Sembawa terdiri atas lahan 
cadangan negara dan tanah adat milik marga 
pangkalan balai. Tahun 1973 kepemilikan lahan 
masih menggunakan sistem marga. Mekanisme 
Ganti rugi Lahan untuk tanah adat dilakukan 
dengan sistem jual beli tumbuh tanam, artinya 
tanaman yang tumbuh disana diberikan biaya 
tertentu sesuai kesepakatan. 
 Luas keseluruhan Balai Penelitian 
Sembawa di Kabupaten Banyuasin setelah 
selesainya ganti rugi lahan adalah seluas 3350 
Ha. Adapun masyarakat yang tidak ingin dibeli 
tanahnya tidak dimasukkan dalam kebun 
percobaan balit sembawa atau disebut dengan 
istilah enklave/inkrah. Tanah enklave ini 
dijumpai di sebagian kecil lahan yang berada di 
sekitar kebun percobaan Divisi II Balai Peneltian 
Sembawa. 
 Balai Penelitian Sembawa merupakan 
badan usaha milik negara yang bergerak dalam 
bidang pengelolaan dan penelitian tanaman 
karet. Balai Penelitian sembawa memiliki 
beberapa lokasi kebun percobaan yang 
berbatasan dengan kebun rakyat/masyarakat 
salah satunya adalah dengan Desa Sejagung. 
 Permasalahan konflik perkebunan  
merupakan isu yang menarik untuk diteliti 
karena konflik perkebunan adalah permasalahan 
yang hampir selalu dijumpai di wilayah-wilayah 
di Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut maka 
dipilih salah satu kasus konflik lahan 
perkebunan. 
 Penelitian ini dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran salah satu peristiwa kasus 
konflik perkebunan yang terjadi di wilayah 
Kabupaten Banyuasin. Peneliti akan 
menekankan penelitian pada latar belakang 
penyebab konflik serta upaya-upaya  
penyelesaian konflik oleh kedua belah pihak. 
 Berdasarkan pada latar belakang yang 
telah diuraikan baik permasalahan dan objek 
yang akan diteliti maka tujuan penelitian adalah 
sebagai berikut: 
1.  Menjelaskan latar belakang  penyebab 
munculnya konflik lahan perkebunan antara 
Balai Penelitian Sembawa dengan 
Masyarakat Desa Sejagung. 
2. Menjelaskan upaya-upaya penyelasaian 
konflik lahan perkebunan yang dilakukan 
oleh Balai Penelitian Sembawa dan 
Masyarakat Desa Sejagung. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Konflik sumberdaya di Indonesia telah 
berlangsung di Indonesia sejak masa penjajahan 
kolonial belanda. Sumber konflik penguasaan 
lahan disebabkan adanya sifat dualistis dalam 
sistem penguasaan lahan, yaitu hukum Eropa dan 
hukum adat (Mansur, 2008). 
 Era Pasca kemerdekaan dimana 
kekuasaan beralih ke tangan pemerintah 
Indonesia, dilakukan penyusunan aturan sistem 
pertanahan yang lebih nasionalis, dalam bentuk 
nasionalisasi seluruh tanah dengan meniadakan 
sistem marga dan menyusun UU PA No 5 tahun 
1960. Hak atas tanah diatur penuh pemerintah 
sekaligus mengalokasikan cadangan tanah bagi 
negara (Bruno dan Gamal, 2004).  
 Konflik Lingkungan dan sumberdaya 
yang terjadi di Indonesia oleh Baiquni dan 
Rijanta (2007) dijelaskan dari empat teori 
perspektif yang dapat menjadi latar belakang 
pengetahuan dalam memahami konflik 
lingkungan dan sumberdaya  yaitu : 
1. Teori Ketamakan (The Greedy Theory). 
Teori yang mengungkapkan timbulnya 
gejala prilaku ketamakan dalam 
berhubungan antara manusia dengan 
lingkungan maupun antara manusia dengan 
manusia lainnya.  
2. NIMBY (Not In My Back Yard) Syndrome.  
Kemunculan teori ini disebabkan  rendahnya 
kesadaran individu terhadap lingkungan 
yang di sekitarnya.  Konflik yang 
dicontohkan pada teori ini adalah terkait 
misalnya kepada permasalahan limbah 
sampah, yang dibuang sembarangan ke 
tempat lain agar lingkungan sendri tetap 
terjaga. 
3. Memancing di Air Keruh (Profit Taking). 
Munculnya konflik merupakan peluang bagi 
pihak lain. Pihak lain ini seringkali menjadi 
pihak ketiga. Perannya dalam keterlibatan 
konflik antara pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan justru mengambil 
keuntungan dari kesulitan orang lain. 
4. Teori Kemerosotan dan Kelangkaan 
(Deprivation and Scarcity). 
Teori ini menjelaskan bahwa adanya potensi 
kelangkaan  sumberdaya yang dikemukakan 
oleh berbagai penelitian. Kemerosotan 
sumberdaya yang berarti adalah suatu 
penurunan kondisi lingkungan. Berdampak 
menimbulkan adanya konflik sumberdaya 
bukan hanya antar individu tetapi pula antar 
bangsa maupun negara. 
 Konflik perkebunan di Indonesia dapat 
dijelaskan dalam bentuk tipe-tipe konflik 
perkebunan. Tipe-tipe konflik perkebunaan ini 
dapat dipetakan berbasis pelaku dan sumber 
konfliknya (Ivanovich dan Undang, 2003). 
 Tipe Konflik berbasis pelaku konflik 
perkebunan melibatkan pihak antara masyarakat 
dengan perusahaan swasta, maupun perusahaan 
dengan pemerintah sebagai pelaku konflik 
perkebunan. Tipe Konflik perkebunan berbasis 
sumber konflik, ditekankan antara perusahaan 
dengan masyarakat. 
 Berdasarkan pemahaman mengenai teori 
konflik sumberdaya dan lingkungan, menarik 
untuk melihat salah satu konflik sumberdaya 
yaitu konflik penggunaan lahan perkebunan di 
Indonesia. Munculnya gejala konsep Teori 
ketamakan, yang dikemukakan oleh Ivanovich 
dan Undang (2003) sebagai faktor-faktor gejala 
“lapar tanah” ditimbulkan karena kebutuhan 
manusia akan pemanfaatan lahan perkebunan 
yang semakin tinggi. Selain itu, munculnya 
dualisme ekonomi menimbulkan adanya 
penguatan peluang timbulnya konflik 
perkebunan. Dorcey (1986) dalam Mitchell 
(2003), menyebutkan ada empat penyebab dasar 
konflik yaitu : 
1. Perbedaan Pengetahuan dan pemahaman. 
2. Perbedaan nilai. 
3. Perbedaan kepentingan. 
4. Perbedaan karena latar belakang personal 
dan sejarah kelompok-kelompok yang 
berkepentingan. 
 Dalam mengatasi konflik Lingkungan 
dan sumberdaya maka dibutuhkan adanya 
penyelesaian konflik dimana diungkapkan oleh 
Baiquni dan Rijanta (2007), resolusi konflik 
secara teoritis dapat menggunakan tiga 
pendekatan yaitu : 
1. Pendekatan Politik, yang penyelesaian 
konflik dengan cara penggunaan pengaruh 
tokoh tertentu, yang merupakan bagian dari 
lembaga politik  yang dibentuk atas 
pemilihan dari masyarakat. 
2. Pendekatan administratif, yang ditujukan 
untuk penyelesaian konflik dalam jajaran 
administrasi dengan proses berdasarkan 
aturan birokrasi tertentu yang berlaku. 
3. Pendekatan Judisial dengan resolusi konflik 
di jalur hukum dengan harapan konflik 
terselesaikan  dengan akan adanya pihak 
yang menang dan kalah.  
 Pendekatan-pendekatan penyelesaian 
konflik tersebut dalam pelaksanaannya memiliki 
banyak kekurangan sehingga juga memunculkan 
adanya pendekatan alternatif resolusi konflik. 
Baiquni dan Rijanta (2007) menjelaskan adanya 
alternatif pendekatan yang berbeda 
penekanannya dari ketiga pendekatan 
sebelumnya yaitu bersifat persuasif bukan 
koersif, fleksibel tidak rigid dan lebih efektif. 
Santosa dan Hutapea (1992) dalam Baquni dan 
Rijanta (2009) menamakan metode resolusi 
konflik alternatif ini dengan MAPS (Mekanisme 
Alternatif Penyelesaian Sengketa)  dengan 
mekanisme negosiasi, mediasi, dan abitrasi.  
 Mitchell (2003) mengemukakan bahwa 
alternatif penyelesaian konflik (APK) memiliki  
karakterisitik utama yaitu: (1) menekankan pada 
kepentingan dan kebutuhan, bukan pada posisi 
dan fakta, (2) lebih bersifat persuasif daripada 
pertentangan, (3) kesepakatan bersama menjadi 
komitmen dalam penyelesaian sengketa, (4) 
komunikasi dikedepankan dalam menyamakan 
pemahaman persoalan dibanding perang 
argumen dalam menguatkan posisi masing-
masing pihak, (5) Perjanjian berjangka panjang 
karena melibatkan komitmen bersama, (6) 
penggunaan dan tukar menukar informasi yang 
konstruktif dan (7) fleksibel.  
 Alternatif penyelesaian konflik sama 
halnya dengan pendekatan penyelesaian konflik 
lainnya yaitu memiliki kelemahan. Kelemahan 
dari operasional APK adalah tidak selalu dapat 
dilakukan persis berdasarkan karakteristik 
utamanya. Artinya pendekatan alternatif ini tidak 
dapat selalu menjadi jawaban atas pengganti 
penyelesaian di jalur hukum. Jenis APK terdiri 
atas empat pendekatan yaitu Konsultasi Publik, 
Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrasi (Mitchell, 
2003). 
 
METODE PENELITIAN 
 Metode Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif menekankan pada objek 
penelitian yang oleh spradley dalam Muhadjir 
(2000) disebut dengan situasi sosial atau social 
situation. Situasi sosial terdiri atas tiga elemen 
yaitu tempat (place), pelaku (actor), dan 
aktivitas (activity) yang berinteraksi secara 
sinergis.  
 Penelitian kualitatif ini mengkhususkan 
pada unit analisis suatu kasus lahan perkebunan 
di desa Sejagung dimana pengambilan datanya 
dimaksudkan untuk menemukenali kasus yang 
kaya informasi untuk dikaji dengan mendalam. 
Dari kasus yang kaya akan informasi dapat 
dipelajari isu-isu penting mengenai konflik lahan 
perkebunan dan identifikasi penyelesaian konflik 
untuk kemudian menemukan model penyelesaian 
konfliknya. Pengumpulan data primer pada 
penelitian ini menggunakan : 
a. Observasi 
 Observasi merupakan kegiatan 
pengumpulan data yang dapat dimanfaatkan 
peneliti untuk menambah pemahaman lebih 
mendalam tentang situasi sosial secara 
menyeluruh. Observasi diharapkan bisa 
memberikan padangan yang lebih komprehensif 
bagi peneliti diluar pandangan yang didapatkan 
dari informan/responden. 
b. Wawancara 
 Wawancara merupakan salah satu metode 
pengumpulan data dengan cara bertukar 
informasi. Wawancara melalui tanya jawab 
kepada responden sehingga dapat menemukan 
makna dari tema tertentu. Wawancara digunakan 
bagi peneliti untuk menemukan pemahaman atas 
suatu permasalahan penelitian berdasarkan 
pengetahuan maupun keyakinan pribadi 
responden atas suatu peristiwa.  
c. Dokumen 
 Pengumpulan data penelitian 
menggunakan informasi yang didapatkan dari 
dokumen-dokumen. Dokumen yang digunakan 
dapat berupa tulisan yaitu catatan kronologis 
kejadian, dokumentasi berita, surat-surat, 
peraturan, dan lain-lain. Dokumen yang berupa 
gambar dapat  berwujud foto, sketsa, peta, dan 
lain-lain.  
Tehnik analisis data yang dilakukan  meliputi 
tahap-tahap berikut ini : 
a. Proses pemilihan data yang dianggap 
penting untuk analisis data. 
b. Proses pengorganisasian secara sistematis 
data yang telah dikumpulkan ke dalam 
kategori, unit-unit, melakukan sintesa dan 
menyusun pola. 
c. Analisis deskriptif untuk menjelaskan latar 
belakang penyebab konflik dan upaya-upaya 
penyelesaian konflik lahan perkebunan 
antara Balai Penelitian Sembawa dan 
Masyarakat Desa Sejagung. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN. 
Pengaruh Kegiatan Perkebunan.  
 Balai Penelitian Sembawa pada awalnya 
adalah Kebun Percobaan yang dimiliki Balai 
Penelitian Bogor. Berdasarkan SK Mentan No. 
789/KPTS/9/1982 tanggal 1 April 1982 status 
Kebun Percobaan ditingkatkan menjadi Pusat 
Penelitian Perkebunan Sembawa dibawah Badan 
Penelitian dan Pengembangan Departemen 
Pertanian.  
 Lembaga Balai Penelitian Sembawa ada 
di bawah pengelolaan Pusat Penelitian Karet 
Indonesia dan secara keseluruhan di bawah 
koordinasi Lembaga Riset Perkebunan Indonesia 
(LRPI) dibentuk  pada tanggal 18 November 
2002. 
 Kebun Percobaan karet Balai Penelitian 
Sembawa terdiri atas beberapa divisi perkebunan 
dengan total luas lebih kurang 3350 Ha. Desa 
Sejagung sendiri berbatasan dengan kebun 
percobaan divisi II Balai Penelitian Sembawa. 
Kegiatan penanaman hingga produksi di kebun 
percobaan ini dimulai sejak tahun 1990-an 
hingga sekarang. Periode tersebut menjadi masa 
dimana masyarakat Desa Sejagung merasakan 
adanya perbedaan signifikan secara ekonomi dari 
hasil pemanfaatan kebun percobaan.  
 Kondisi sosial ekonomi masyarakat 
lambat laun berubah dikarenakan adanya 
peningkatan usaha untuk kegiatan perkebunan. 
Nilai jual yang relatif tinggi dan adanya kebun 
percobaan Balai Penelitian Sembawa secara 
tidak langsung menumbuhkan minat masyarakat 
terhadap sektor perkebunan. Masyarakat Desa 
Sejagung yang bekerja di Kebun Balai Penelitian 
Sembawa semakin terangkat kondisi 
ekonominya. Begitu pula bagi masyarakat Desa 
Sejagung yang beralih mengembangkan 
lahannya untuk kegiatan sektor perkebunan.  
 Kegiatan Balai Penelitian Sembawa 
membawa dampak terhadap  kegiatan ekonomi 
lainnya masyarakat sekitar kebun percobaan. 
Salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur 
jalan. Infrastruktur seperti pembuatan sarana dan 
prasarana jalan diakses terbuka bukan hanya bagi 
pegawai Balai penelitian Sembawa tetapi juga 
dapat diakses sebebas-bebasnya bagi penduduk 
di sekitarnya. Desa Sejagung yang secara 
geografis wilayahnya berbatasan dengan sungai 
sangat diuntungkan sebagai jalur transportasi 
alternatif selain jalur sungai dengan tersedianya 
infrastruktur jalan di sekitar kebun percobaan 
Balai Penelitian Sembawa.  
 
Munculnya Gugatan Masyarakat (2003-2004). 
 Desa Sejagung merupakan salah satu 
desa yang berbatasan langsung dengan kebun 
percobaan Balai Penelitian Sembawa. Beberapa 
masyarakatnya ada yang sudah beralih ke 
kegiatan perkebunan setelah menyadari hasil 
kegiatan perkebunan yang menguntungkan. 
Namun bagi sebagian besar penduduk lainnya 
tidak bisa mengembangkan kegiatan perkebunan 
karena terbatasnya lahan dan kondisi lahan yang 
tidak cocok. 
 Beberapa masyarakat yang merasa 
terdesak karena kurangnya lahan untuk 
diusahakan khususnya di sektor perkebunan 
berinisiasi melakukan tuntutan terhadap Balai 
Peneltian Sembawa. Tuntutan terhadap 
pemberian peluang kerja lebih luas bagi 
masyarakat Desa Sejagung untuk bisa bekerja di 
kebun percobaan Balai Peneltian Sembawa, 
hingga munculnya gugatan kepada Balai 
Peneiltian Sembawa. 
 Gugatan yang dilakukan beberapa warga 
Desa Sejagung ini tidak terlepas dari adanya 
pengaruh pihak-pihak yang menjadi inisiator. 
Desa Sejagung merupakan salah satu tujuan 
destinasi penduduk-penduduk transmigran 
sebagai tempat tinggal. Sehingga banyak warga 
dari luar Desa Sejagung yang tinggal disana. 
Namun, mereka sudah dihadapkan pada kondisi 
keterbatasan sumberdaya untuk dikelola. 
 Warga transmigran di Desa Sejagung 
inilah yang kemudian berinisiatif melakukan 
gugatan dengan mempengaruhi warga desa 
Sejagung lainnya untuk bersama-sama menuntut 
Balai Penelitian Sembawa mengembalikan 
lahan-lahan perkebunan yang mereka klaim 
dengan alasan sebagai tanah warisan nenek 
moyangnya. Inisiator juga terakhir diketahui 
merupakan anggota sebuah LSM yang bernama 
PUSKOKATRA yang nantinya menjadi 
perwakilan dari pihak penggugat.  
 Awal munculnya klaim masyarakat di 
Desa Sejagung adalah adanya gugatan yang 
diinisiasi oleh beberapa masyarakat dan diwakili 
oleh LSM Puskokatra pada tahun 2003. Gugatan 
disampaikan langsung kepada Balai Penelitian 
sembawa melalui pertemuan langsung. 
Penggugat merupakan sebagian masyarakat 
dusun III Desa Sejagung. Penggugat mengklaim 
kebun percobaan yang berbatasan dengan kebun 
masyarakat Desa Sejagung termasuk ke dalam 
lahan milik masyarakat. Lokasi yang dimaksud 
penggugat berada di  lahan kebun percobaan di 
divisi II Balai Penelitian sembawa. Lokasi yang 
dimaksud dapat dilihat di peta dibawah ini : 
 
 Penggugat beralasan bahwa terdapat 
perkebunan milik masyarakat dalam kebun 
percobaan yang dimanfaatkan Balai Penelitian 
Sembawa. Penggugat mengklaim bahwa lahan 
tersebut adalah milik warisan nenek moyang 
mereka.  Lokasi yang digugat merupakan lahan 
perkebunan karet dengan luas kurang lebih 200 
Hektar.  Bentuk gugatan masyarakat adalah 
memberikan kembali hak atas tanah tersebut  
kembali kepada masyarakat atau memberikan 
ganti rugi/kompensasi kepada masyarakat 
dengan besaran yang belum ditentukan. 
 
Proses Penyelesaian Konflik (2003-2006). 
 Penyelesaian Konflik lahan perkebunan 
di Desa Sejagung berkembang dari periode 
waktu tahun 2003 hingga 2006. Berikut tabel 
yang menjelaskan perkembangan konflik : 
Tabel Periodesasi Perkembangan Konflik. 
Periode Pelaku Peristiwa Dampak 
23 
Novem
ber 
2003 
Masyarakat 
Dusun III 
Desa 
Sejagung 
Beberapa 
masyarakat 
Dusun III Desa 
Sejagung dan 
LSM 
Puskokatra 
melakukan 
gugatan 
kepada Balit 
Sembawa. 
Dilakukan proses 
diskusi antar 
kedua belah pihak 
di Balai Penelitian 
Sembawa 
membahas tentang 
jalan keluar yang 
dapat ditempuh. 
23 
Maret 
2004 
LSM 
Puskokatra, 
Perwakilan 
masyarakat, 
Balit 
Sembawa, 
dan Pemkab 
Banyuasin. 
Pertemuan di 
Kantor 
Pemkab 
Banyuasin  
mendengarkan 
permasalahan 
dari kedua 
belah pihak. 
Hasil pertemuan 
menyepakati 
dilakukan 
Peninjauan dan 
pengukuran ulang 
di perkebunan 
Balit Sembawa 
oleh BPN  
13 Mei 
2004 
s/d 16 
Juni 
2004 
BPN, 
Perwakilan 
masyarakat 
dan Balit 
Sembawa. 
Peninjauan dan 
Pengukuran 
Lapangan oleh 
BPN dengan 
disaksikan oleh 
Balai 
Penelitian 
Sembawa dan 
masyarakat 
dusun III Desa 
Sejagung. 
Peninjauan dan 
Pengukuran 
Lapagan 
menyatakan lahan 
yang diklaim 
masyarakat 
merupakan 
perkebunan Balit 
Sembawa serta 
sudah ditanami 
pada periode 1987 
dan 1995. 
16 Juni 
2004 
Pemerintah 
Kabupaten 
Banyuasin 
Penerbitan 
Surat Bupati 
banyuasin 
no593/106/I/20
04 ditujukan 
kepada Balit 
Sembawa dan 
pihak 
penggugat. 
Rekomendasi oleh 
Pemkab 
Banyuasin untuk 
penyelesaian pada 
Jalur hukum 
apabila ada pihak 
yang merasa 
permasalahannya 
belum 
terselesaikan. 
13 
Januari 
2006 
Pemerintah 
Kabupaten 
Banyuasin 
Penerbitan 
Surat Bupati 
banyuasin no 
593/022/I/2006 
ditujukan 
kepada 
Direktur LRPI 
yang 
membawahi 
Balit Sembawa 
Penerbitan surat 
untuk 
mengakomodir 
tuntutan 
penggugat dengan 
meminta 
kebijaksanaan 
LRPI memberikan 
kompensasi dalam 
bentuk uang yang 
besarannya belum 
ditentukan.  
10 
Februar
i 2006 
Direktur 
Eksekutif 
LRPI 
Direktur 
Eksekutif 
LRPI 
membalas 
surat Bupati 
Banyuasin 
yang 
menyatakan 
tidak dapat 
mengabulkan 
permintaan 
tersebut. 
Balai Penelitian 
Sembawa akan 
terus 
meningkatkan 
bantuan berupa 
program CSR 
kepada Desa-Desa 
sekitar Perkebunan 
termasuk Desa 
Sejagung.  
 Proses penyelesaian konflik dengan 
adanya tuntutan dari mesyarakat Desa Sejagung 
dilakukan melalui berbagai cara. Pendekatan 
persuasif dilakukan oleh perwakilan Balai 
Penelitian Sembawa setelah munculnya gugatan 
pada tahun 2003. Tujuanya adalah memberikan 
informasi terhadap status lahan secara legal 
formal dan historis. 
 Pendekatan persuasif beberapa kali 
dilakukan tetapi mengalami jalan buntu. Inisiator 
gugatan yang adalah  pendatang dari jambi 
menyebabkan penjelasan persuasif tidak berjalan 
baik. Usia penggugat yang saat itu relatif muda  
menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang 
seluk beluk ganti rugi lahan sejak tahun 1977. 
Pendekatan persuasif juga tidak menemui jalan 
keluar walaupun melibatkan kepala Desa 
Sejagung yang dahulu menjadi tim dewan marga 
dalam mekanisme gati rugi lahan.  
 Balai Penelitian Sembawa menawarkan 
diskusi terkait gugatan dari masyarakat. Diskusi 
ini dilakukan untuk mendengarkan masing-
masing pihak dan saling mengklarifikasi. 
Beberapa diskusi yang dilakukan juga belum 
menghasilkan jalan keluar. Balai Penelitian 
Sembawa tidak ingin mengabulkan gugatan 
masyarakat karena penggugat  dinilai hanya 
berargumen secara verbal bahwa lahan 
merupakan warisan nenek moyang mereka.  
 Proses diskusi belum memberikan hasil 
yang diinginkan kedua belah pihak. Balai 
Penelitian Sembawa kemudian memberi opsi 
bagi penggugat bertemu dengan pemerintah 
kabupaten. Pihak penggugat agar didengarkan 
argumennya oleh pemerintah untuk memberi 
jalan keluar.  
 Penggugat yang diwakili oleh LSM 
Puskokatra menyampaikan permasalahan dan 
gugatannya ke Pemerintah Kabupaten 
Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Banyuasin 
yang diwakili oleh Dinas Pertanian menerima 
gugatan dari warga untuk  dipelajari dan 
ditindaklanjuti. Tanggal 23 maret 2004 pemda 
Kabupaten Banyuasin  memberikan bantuan 
sebagai mediator antara kedua belah pihak.  
 Pertemuan dihadiri oleh perwakilan Balai 
Peneltian Sembawa dan beberapa masyarakat 
Desa Sejagung dan anggota LSM Puskokatra di 
kantor pemerintah Kabupaten Banyuasin. 
Agenda mediasi adalah memberi informasi 
kepada kedua belah pihak mengenai status lahan 
yang digugat. Dan memberikan alternatif solusi 
bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan 
permasalahannya.  
 Hasil dari pertemuan antara Balai 
Penelitian Sembawa, pihak pemerintah 
Kabupaten Banyuasin, dan pihak penggugat 
menghasilkan beberapa keputusan. Ketiga pihak 
tersebut bersama dengan dinas Pertanian dan 
BPN akan turun ke lapangan untuk melihat dan 
mengukur areal yang diklaim warga dusun III 
Desa Sejagung yang dilaksanakan tanggal 13 
mei 2004 s/d selesai. 
 Peninjauan dan pengukuran secara 
faktual di lapangan menunjukkan bahwa areal 
perkebunan karet yang diklaim masyarakat 
sudah ditanami karet sejak tahun 1987 dan tahun 
1995. Hal tersebut berarti areal yang diklaim 
sudah dimanfaatkan sejak lama oleh Balai 
Penelitian Sembawa. Gugatan yang dilayangkan 
warga pada tahun 2003 menimbulkan pertanyaan 
bagi Balai Penelitian Sembawa mengapa saat 
perkebunan sudah berproduksi areal tersebut 
baru digugat.  
 Balai Penelitian Sembawa berdasarkan 
faktual di lapangan dan yuridis formal Balai 
Penelitian sembawa tersebut dengan tegas 
menolak semua bentuk gugatan warga dusun III 
Desa Sejagung. Hal ini juga ditegaskan kembali 
oleh surat bupati Banyuasin No 593/106/I/2004 
tanggal 16 Juni 2004 yang intinya 
menginstruksikan penyelesaian pada jalur hukum 
jika salah satu pihak merasa dirugikan. 
 Warga dusun III Desa Sejagung merasa 
tidak puas dengan rekomendasi pemerintah 
untuk menyelesaikan permasalahan di jalur 
hukum. Warga dusun III Desa Sejagung 
kemudian tahun 2006 menemui kembali 
pemerintah kabupaten Banyuasin terkait 
kelanjutan dari tuntutannnya.  
 Bupati Kabupaten Banyuasin pada 13 
Januari 2006 akhirnya sepakat mengirim surat 
kepada direktur eksekutif LRPI Bogor selaku 
penanggung jawab lembaga penelitian karet di 
Indonesia. Surat berisi permintaan kebijaksanaan 
LRPI untuk memberi kompensasi dalam bentuk 
uang yang besarnya belum ditentukan. 
Permohonan kompensasi melalui surat bupati ini 
namun tidak dapat diberikan oleh direktur 
eksekutif LRPI dengan alasan selama ini sudah 
dilaksanakan bantuan berupa Community 
Development dalam bentuk program CSR 
terhadap desa-desa di sekitar Balai Penelitian 
Sembawa. 
 Program-program perusahaan dalam 
bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) 
yang telah dilakukan Balai Penelitian Sembawa 
antara lain menyelenggarakan lomba cerdas 
cermat tingkat SD dan SMP se-Kabupaten 
Banyuasin setiap tahun, memberikan bantuan 
untuk anak yatim, menyelenggarakan acara 
hiburan yang ditujukan untuk karyawan dan 
masyarakat sekitar, memberikan bantuan untuk 
perbaikan masjid dan sekolah sekitar serta 
pembagian paket bantuan usaha pembibitan bagi 
beberapa desa di sekitar Balai Penelitian 
Sembawa.  
 
Model Pendekatan Penyelesaian Konflik. 
 Model penyelesaian konflik di Desa 
Sejagung dapat dikategorikan pada beberapa 
pendekatan penyelesaian konflik. Penyelesaian 
konflik perkebunan secara umum di Indonesia 
terbagi atas pendekatan hukum, administratif, 
politis dan alternatif penyelesaian konflik 
(negosiasi, arbitrasi, dan mediasi). Sedangkan 
penyebab terjadinya konflik di Desa Sejagung 
disebakan oleh berbagai hal.  
 Penyebab terjadinya konflik tidak dapat 
digeneralisir secara umum tapi dapat dilihat dari 
berbagai pandangan dari beberapa pihak yang 
terkait dengan persitiwa tersebut. Berikut 
disajikan tabel hasil indepth interview yang 
dapat memberikan gambaran mengenai latar 
belakang dan model penyelesaian konflik lahan 
perkebunan di Desa Sejagung : 
Topik Penelitian Hasil Indepth Interview 
Latar Belakang 
penyebab konflik 
lahan perkebunan di 
Desa Sejagung. 
1. Balai Penelitian Sembawa :  
- Perubahan sosial ekonomi 
masyarakat akibat intensifnya 
kegiatan perkebunan. 
- Pengetahuan masyarakat tentang 
status lahan masih rendah. 
- Keterlibatan pihak ketiga sebagai 
inisiator. 
 
2. Masyarakat Desa Sejagung : 
- Kurangnya program sosial bagi 
masyarakat disekitar kebun 
percobaan. 
- Kurangnya kesempatan kerja di 
Kebun Percobaan Balai Penelitian 
Sembawa. 
- Terbatasnya lahan untuk kegiatan 
pertanian. 
 
 
3. Tokoh Masyarakat : 
- Permasalahan ekonomi masyarakat 
yang menengah ke bawah. 
- Tingkat pendidikan masyarakat 
rendah. 
- Pengaruh masyarakat transmigran 
yang tinggal di Desa Sejagung. 
 
4. Pemerintah : 
- Kurangnya komunikasi antara 
masyarakat dengan perusahaan 
perkebunan tentang status lahan, 
batas lahan, dan lain-lain. 
- Kurangnya kerjasama antara 
masyarakat dengan perusahaan dalam 
program sosial dan ekonomi. 
Model Penyelesaian 
Konflik Perkebunan 
di Desa Sejagung. 
1. Balai Penelitian Sembawa : 
- Pendekatan Persuasif kepada 
masyarakat Desa Sejagung melalui 
diskusi dengan difasilitasi baik oleh 
tokoh masyarakat dan  pemerintah 
kabupaten. 
 
2. Masyarakat Desa Sejagung : 
- Pendekatan persuasif melalui 
negosiasi dengan mendelegasikan 
tugas negosiator kepada LSM 
PUSKOKATRA dan beberapa 
masyarakat desa Sejagung.  
- Pendekatan Admnistratif dengan 
mengusulkan melakukan pengukuran 
ulang lahan perkebunan oleh instansi 
pemerintah terkait. 
- Pendekatan persuasif kepada 
pemerintah Kabupaten untuk 
memberi ganti rugi kepada 
masyarakat yang ditujukan kepada 
Balai Penelitian Sembawa. 
 
3. Pemerintah 
- Pendekatan persuasif dengan 
memfasilitasi proses diskusi dan 
negosiasi antara kedua belah pihak. 
- Pendekatan admnistratif dengan 
memfasilitasi proses pengukuran 
ulang lahan perkebunan. 
- Pendekatan hukum dengan 
memberikan rekomendasi 
penyelesaian di jalur hukum bagi 
kedua belah pihak. 
 
 Pendekatan konflik yang dilakukan 
dalam kasus konflik di Desa sejagung awalnya 
dilakukan secara kekeluargaan dengan 
pendekatan persuasif dan diskusi antara kedua 
belah pihak. Kedua proses ini termasuk ke dalam 
alternatif penyelesaian konflik. 
 Proses penyelesaian konflik secara 
kekeluargaan digunakan sebagai pendekatan 
awal penyelesaian konflik melalui beberapa 
pertimbangan. Pertimbangan salah satunya 
dalam efisiensi waktu pertemuan karena hanya 
melibatkan pihak-pihak yang terlibat saja. 
Penyelesaian secara kekeluargaan juga membuka 
peluang untuk menghindarkan konflik yang 
berlarut-larut. 
 Pendekatan secara kekeluargaan dengan 
diskusi tidak sepenuhnya menjamin 
terselasaikannya permasalahan dengan jalan 
kekeluargaan pula. Perbedaan pendapat maupun 
kepentingan menjadi kendala-kendala yang 
ditemui. Proses penyelesaian konflik akhirnya 
dilanjutkan dengan cara mediasi. Proses 
terjadinya mediasi tidak seefisien proses 
sebelumnya karena mediator membutuhkan 
waktu untuk mempelajari kasusnya agar dapat 
bersikap netral. Peran mediator dalam proses ini 
adalah Pemkab Banyuasin Provinsi Sumatera 
Selatan.  
 Pendekatan penyelesaian konflik dengan 
cara mediasi ini akhirnya menghasilkan 
keputusan pengukuran ulang dan peninjauan 
pada areal yang di klaim penggugat. Pendekatan 
penyelesaian konflik ini dapat dikategorigakan 
sebagai pendekatan admnistratif. Pendekatan 
administratif ini mengedepankan proses dan 
aturan birokrasi yang berlaku. Pemerintah 
melalui instansinya memutuskan melakukan 
peninjauan dan pengukuran ulang yang 
dikerjakan oleh BPN (Badan Pertanahan 
Nasional). 
 Pendekatan admnistratif melalui 
pengukuran ulang memutuskan bahwa areal 
yang diklaim penggugat merupakan areal kebun 
percobaan Balai Penelitian Sembawa. Areal yang 
diklaim penggugat masih masuk ke dalam peta 
kebun percobaan Balai Penelitian Sembawa yang 
sudah dimiliki sejak tahun 1980 dan telah 
ditanami Tanaman karet sejak tahun 1987 dan 
1995 atau jauh sebelum gugatan dilakukan pada 
tahun 2003. 
 Balai Penelitian Sembawa  memberikan 
sikap menolak atas segala tuntutan berdasarkan 
hasil pengukuran ulang dan peninjauan lapangan. 
Balai Penelitian Sembawa menolak tuntutan 
kompensasi dan ganti rugi lahan. Pemerintah 
menyampaikan surat keterangan kepada pihak 
penggugat, apabila belum merasa terpenuhi 
tuntutannya dapat melakukan penyelesaian pada 
jalur hukum. Rekomendasi Pemkab Banyuasin  
melalui jalur hukum ini akhirnya meredakan 
konflik di Desa Sejagung hingga sekarang. Pihak 
penggugat hingga saat ini belum berupaya 
menggugat melalui jalur hukum dengan berbagai 
pertimbangan diantaranya karena prosesnya 
memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.  
 
KESIMPULAN 
1. Penyebab munculnya konflik penggunaan 
lahan di Desa Sejagung disebabkan oleh 
beberapa hal sebagai berikut : 
a. Sebagian besar warga tidak memliki 
lahan untuk mengembangkan 
kegiatan perkebunan karena sebagian 
besar lahan di Desa Sejagung sudah 
termanfaatkan menjadi perkebunan 
Balai Penelitian Sembawa. 
b. Kurang optimalnya masyarakat Desa 
Sejagung yang dimanfaatkan sebagai 
tenaga kerja di kebun percobaan 
Balai Penelitian Sembawa. 
c. Adanya pihak yang menjadi inisiator 
untuk menggugat Balai Peneltian 
Sembawa memanfaatkan 
ketidaktahuan masyarakat dan 
masyarakat yang keadaan sosial 
ekonominya menengah ke bawah. 
 
2. Pola penyelesaian konflik lahan 
perkebunan di Desa Sejagung melalui 
beberapa pendekatan yaitu a) pendekatan 
alternatif melalui diskusi dan mediasi, b) 
Pendekatan admnistratif melalui proses 
peninjauan lapangan dan pengukuran 
ulang oleh BPN, dan c) langkah terakhir 
melalui pendekatan hukum untuk 
mengakomodir jika ada pihak yang masih 
merasa tidak puas dengan hasil 
peninjauan lapangan dan pengukuran 
lapangan. 
SARAN 
1. Optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja 
yang berasal dari desa-desa yang 
berbatasan dengan kebun percobaan 
Balai Penelitian Sembawa, agar 
diharapkan terjalin hubungan yang 
menguntungkan dari kedua belah pihak. 
2.  Agenda CD (Community Development)  
Balai Penelitian Sembawa menekankan 
program-program peningkatan 
kemampuan masyarakat khususnya 
dalam kegiatan perkebunan karet dan 
dilakukan secara berkelanjutan sehingga 
menyesuaikan dengan tugas Balit 
Sembawa sebagai lembaga penelitian 
tanaman karet. 
3. Masyarakat Desa Sejagung dan Balai 
Penelitian Sembawa saling bekerjasama 
dalam menjaga kondisi dan situasi 
dengan menjaga komunikasi antar kedua 
belah pihak. 
4.  Peran pemerintah yang lebih aktif dalam 
memonitoring kegiatan perkebunan besar 
yang berbatasan dengan perkebunan 
rakyat. Sebagai langkah preventif dan 
menimalisir terjadinya konflik lahan 
perkebunan seperti di Desa Sejagung. 
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